
GUBERNUR LAMPlTNG 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 

NOMOR: G/)7 /V1.01/HK/2017
 

TERTANG
 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 

Menimbang 

Mengingat 

PROVIRSI LAMPUNG TABUK 2017 

GUBERNUR. LAMPUKG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015, telah 
dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur 
Lampung Nomor: G/458/IL02/HK/2016 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Lampung; 

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur 
Lampung Nomor: G/458/IL02/HK/2016 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Lampung, dikarenakan adanya perubahan 
Nomenklatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan 
kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah· beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung; 
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Memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang 

Menetapkan: 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELlMA 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Lampung; 

MEMUTUSKAll: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI 
LAMPUNG. 

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur 
Timsebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
Lampiran III Keputusan ini. 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung 
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan 
fungsi sebagai berikut: 

a.	 Tugas: 
1.	 mengkoordinasikan kebijakan,pengendalian serta evaluasi 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi 
Lampung;dan 

2.	 bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan 
melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung. 

b.	 Fungsi: 
1.	 mengkoordinasikan penyusunan kebijakan.strategi, prioritas 

dan perencanaan program serta kegiatan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

2.	 mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan dan 
monitoring intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan; 

3.	 mengkoordinasikan dart memfasilitasi penyusurian anggaran 
dan intervensi kebijakan anggaran; 

4.	 melakukan analisis kondisi kemiskinan multidimensi 
di daerah; dan 

5.	 melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemisikinan Kabupaten /Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemisikinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kedua dibantu oleh: 
L	 Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan 
2. Kelompok Program. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Ketiga, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemisikinan Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok Kerja yang 
terdiri atas Kelompok Kerja Pendataan serta Sistem Informasi, dan 
Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan. 

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
Lampung sebagaimana dimaksud pada Dikturn Ketiga mempunyai 
tugas: 
1. mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi berdasarkan dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Lampung; 



-3

2. mengkoordinasikan program dan kegiatan Penanggulangan 
Kemisikinan dalam dokumen reneana strategis Perangkat Daerah, 
raneangan Reneana KeIja Pemerintah Daerah, dan Reneana KeIja 
Perangkat Daerah; 

3. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah bidang penanggulangan kemiskinan; 

4. mengkoordinasikan pengendalian pemantauan pelaksanaan 
kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh kelompok 
kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, 
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 

5. memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan 
kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; 

6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pendataan dan 
informasi, serta pengembangan kemitraan; dan 

7. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program 
penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Lampung dan Tim 
Nasional Pereepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

KEENAM	 Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas: 

a.	 Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, mempunyai 
tugas: 
1.	 menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu 

tahun; 
2.	 menyediakan database sebagai sasaran pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan; 
3.	 melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem 

informasi penanggulangan kemiskinan; dan 
4.	 menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya 

kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
KemisikinanProvinsi Lampung. 

b.	 Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, mempunyai tugas: 
1.	 menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu 

tahun; 
2.	 membangun kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan 

pemerintah daerah khususnya dalam penanggulangan 
kemiskinan; dan 

3.	 menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya 
kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemisikinan Provinsi Lampung. 

KETUJUH	 Kelompok Program TIm Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan 
sebagaimana Diktum Ketiga terdiri atas Kelompok Program Bantuan 
Sosia! Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program 
Perranggularigan Kemiskinan Berbaais Pemberdayaan Masyarakat, 
dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Keeil. 

KEDELAPAN:	 Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan 
sebagaimana Diktum Ketujuh mempunyai tugas: 
a.	 menyusun reneana program dan kegiatan serta alokasi 

penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen 
perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah; 
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b.	 melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan dengan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan 
kabupatenjkota; 

c.	 melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan 
kemiskinan; 

d.	 memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program 
penanggulangan kemiskinan; dan 

e.	 melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan (TKPK) Provinsi 
Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemisikinan (TKPK) Provinsi Lampung. 

KESEMBILAN	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

KESEPULUH	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemisikinan Provinsi Lampung dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KESEBELAS	 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur 
Lampung Nomor: G/458/IL02/HK/2016 tentang Pembentukan 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

KEDUABELAS	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 - 2 - 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RI 

Tembusan: 
1. Wakil Presiden RI/Ketua TNP2K di Jakarta; 
2.	 Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI/Wakil Ketua I TNP2K di Jakarta; 
3.	 Menko Perekonomian RI/Wakil Ketua II TNP2K di Jakarta; 
4.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
5.	 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6.	 Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; 
7.	 Ketua DPRD Kabupatarr/Kota se-Provinsi Lampung; 
8.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
9.	 Kepala Badarr/Dinas Provinsi Lampung; 
10. Kepala Bappeda Kabupateri/Kota se-Provinsi Lampung; 
11. xepaia Ba.ctan/Dina.s/Kantor PMD Ka.bupaten/Kota. se-rrovmst Lampung; 
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung; 
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan. 
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LAMPlRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gj jVI.01jHKj2017 
TANGGAL: 2017 

SUSUlfAN PERSONALIA TIM KOORDINASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUlfG 

I. Pembina	 Gubernur Lampung 

II. Ketua	 Wakil Gubemur Lampung 

III. Wakil Ketua	 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

IV.	 Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung 

V.	 Wakil Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Lampung 

>~ 

VI. Sekretariat (Clearance House) 
Ketua	 Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Lampung 

Sekretaris	 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

3.	 Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri 
dan Perdagangan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

4.	 Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung 

5.	 Kepala Sub Bidang Monitoring dan 
Evaluasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

6.	 Vera Zahara, SIP, MH. (Pelaksana pada 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung) 

7.	 Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana 
pada Bidang Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung) 
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8.	 Dian Rahmawati, SP. (Pelaksana pada 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung) 

9.	 Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana 
pada Bidang Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung) 

VII Kelompok Kerja 
Pendataan dan Informasi 

Ketua	 Kepala Bidang Perencanaan Makro dan 
Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung 

Waki.l Ketua	 Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat 
Statistik Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, 
Dinas Sosial Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan 
Administrasi Kependudukan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Provinsi Lampung 

3.	 Kepala Bidang Diseminasi dan 
Informasi, Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi 
Lampung 

1. Pengembangan Kemitraan 
Ketua	 Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung. 

Wakil Ketua	 Kepala Biro Perekonomian Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII 
selaku koordinator Badan Usaba Milik 
Negara 

2.	 Ketua Kamar Dagang dan Industri 
Provinsi Lampung 

VIII Kelompok Program 
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 

Ketua	 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

Wakil Ketua	 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi 
Lampung 

2.	 Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional Provinsi Lampung 

3.	 Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Lampung 
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4.	 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Lampung 

5.	 Kepala Biro Perekonomian Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung 

6.	 Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS 

7.	 Arif Darmawan, S.LP, M.Si 

2.	 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

Ketua	 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Lampung 

Wakil Ketua	 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pengelolaan Sumber 
Daya Air Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah 
Provinsi Lampung 

3.	 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Provinsi 
Lampung 

4.	 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Lampung 

5.	 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Lampung 

6.	 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Lampung 

7.	 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
Lampung 

8.	 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung 

9.	 Prof. Dr. IIWan Effendi, M.S 

10. Dr. Ari Darmastuti, MA 

11. Widyo Imam Prasetio, S.ST 

12.Ir. Edison, M.Paf 

2.	 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan 
Keeil 
Ketua	 Asisten Bidang Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung 

Wakil Ketua	 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Provinst Lampung 

Anggota 1.	 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Lampung 

3.	 Kepala Dinas Perkebunan dan 
Petemakan Provinsi Lampung 
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4.	 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi 
Lampung 

5.	 Kepala Dinas Perdagangan Provinsi 
Lampung 

6.	 Asrian Heridi Cahya, SE., M.Si 

7.	 Drh. Husodo Hadi 
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LAMPlRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ '71 /VI.01/HK/2017 
TANGGAL: 14 - 7.... - 2017 

BAGAN STR1JKTtJR Till KOOJU)llfASl PENAlfGGVLAlfGAX KElUSKlKAlf
 
PROVINSI LAMPUNG
 

PEMBINA 

GUBERNlJR 

~ 

KETVA 

WAKIL GUBER,'lUR 

~ 

KKWMPUK PROGRAM 
BAllTUAit 808IAL TIt1tPADU BZRBABl8 

Kl:fUA
 

ANGGOTA
 

KEWMPOK PROCRA.1\{
 
BERBASIS PEMBERDAY AA."IMASYARAKAT
 

KETIIA
 

M'UCOTA
 

KELOMPOKPROGRAM 
BERlIASIS PEMBERDAYAAI'l USAHA MlKRO DAN 

KECIL .. 
Kl:fUA
 

ANGGOTA
 

u ~ ............................................
 

WAKIL KETIJA 

SEKRETARIS DAERAH 

i··T······· u 

••••••• ...........
 

................... ...........--...........
 

. 
, 

• .......................... u ...... u ...... u .. u ... ;
 

SEKRETARIS
 
KKPALA BADAN PERENCA"'AA."i PEMBANGUNAN
 

DAERAH PROVL"lSI LAMPllNG
 

WAKlLS£KRETARIS
 
KEPALADINA8 PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN
 

DESA PROVINSI LAMPUNG
 

I
 
SEKRETARIAT 

KEPALA SEKRETARlAT 

POKJA 
PENDATAAN DAN INFORMASI 

KETVA 
ANGGOTA 

MKJA 
PENGEMBANGAN KEMITRAAN 

KEniA 
ANGGOTA 
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LAMPlRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR :G/ t;.7 /VI.01/HK/2017 
TANGGAL: 14 - 2 - 2017 

PEMBINA 

GUBERNUR 

KEl1JA 

WAKIL GlIDERNOR 

I 
WAKaKETUA 

SEKRETARIS DAERAH 

SEKRETARIS 

KEPAl_~ BADAN PERIiNCA."l.\AN 
PEMBANGUNAN DARRAH PROVINSI 

LAMPliNG 

WAKII.. SEKRETARIS 
KEPALA DIN,I.S PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI 
LAMP\iNG 

I 

J'OKJA 
PF.NGFMIHNGAN KE..MITRAAN 

Kclua: 
KahidP~ 

PerelronornianPcmbaogunan 
Bappeda Pmvins; Lampung 

WakilKeIUa: 
Kopala Biro Pcrekooomian 
SekretariatDlIerah Provinsi 
1.JIt'lIl'UIli 

An8goIa : 
1. DirekllJf PT. Perkebunan 
N~a vn fiClaku koordmarcr 
BaWm UaahaMilik Nell$" 

2. Kolua Karnar Dagang dan 
Indumi Provin.i I..>mpung 

I 

SF.KRETARIAT 

I;clUa Kmid Perenc."...n 
Pemerinl...... don 
Pembaogunan M.llUllia 
Bappe<Ia Provi1llli 
Lampung 

Se-la-.tarial : Kopala Sub Ridang 
K....JaIlleraoh RAIt)'a1 
Dappcda Provin."i 
l.ampuIlg 

Anggota : 
I.	 Kopala l,'ub Bido"/! Pemerilltalum 

BappedaProvillsi L.ampung 
2. Kopala Sub Bidang Swnber D.y. 

Man ...ia Bappe<Ia Provin,i 
Lampung 

3.	 Kopala Sub Bidang Poriwi"",,, 
I"'-;_P~... ~ 

Pnnin'i L.mpuu/! 
4. KcpaIa	 Sub Bidaug Inftaslrulaur 

Bappeda ProviwliLampona 
5. Kopala Sub Bidang Monitoring dan 

Evalua.si Happeda Provinsi 
Lampo"'ll 

6. 1'e1.ko.Jna (pada Iampirm I) 

I 
KELOPOKfHOGRAM KELQMl'OK PRlX<BAM 

-..an_IT.rpadu Berb..", 
K.....rga 

KEn,lA:

A,"".... Bldang Pemorlntallan dan
 
Kaora selul. p,,,,"nst l.-nlpuDll 

WKl.KETUA: 
K...... llIn.. _ 

Pru"nld L.mpuDll 

ANG(,'()TA: 
L Kopala Bo<Ion I'uoaI SWi,,,ik 

P,twinsi Lxmpuug 
2.	 Kopala B...... KoonIina,i 

Keluarga tlerencana Nasion.1 
Proviwli Lampung 

3,	 Kopala Dinas Pendidikan dan 
Ktbudayaan Provinai Larnpung 

4.	 K"",,1a JJin.. Keseha.... Pmvin.i 
l.ampung 

S.	 Kopala Biro Pcrekooomian 
Seb»tlrial Da..-ah Pmvin.i 
I...mpunll 

6.	 l'mt: Dr. IT. Wan Ab.... 7.akari.. 
M~ 

7.	 f\rif Donnaw..., S.I.P, M.Si 

I 

I
 
POKJA 

PEJ>.1:JATAAN DAN INFORMASI 

Ketua : 
KJIbid Perencanaan Makrodin E\'ilkwi 
11appedo Pmvin,i Larnpung 

Wakil Ketua : 
KcpaIaBidoug Statistik Soeial BPS 
Provmsi l_nS 

.~a: 

I. Kabid Pemberday.... ~ial Dinao 
SooialPm,in.i Umpwlg 

2. KcpaIa Bidang F•• ililasi PclayllrW1 
Adrniui.basi Kependudukan Din.. 
Kependudubn dan Calatan Sipil 
l'mvinoi LarnpungProvinsi Lampung 

J. Kabid Diserninasi dan lnfunn..i, 
1.)inM. KormuUkMi, W6rltWika dm 
SIati"ik Pmvin'i Lampung 

I 
KEWMP9K PQGRAM: 

~u1anganK.mlaklnan Berbaah 
Ptmbenl.)'1IlIII M..yaralolt 

Ki.'Tl'A:
 
K.paI. Uln.. P.mbenl.yaan M..yarab'
 
daft D... Pro';ftOl t .....p_
 

WAXIL Kt.:l1JA: 
J(~paIa DIn.. Pmrjaan UDlUIII dan 
P_.... RuaDgProvl.... Lampllllfl 

ANf'.GOTA: 
I.	 KcpaIaDin.. _ ....... Kaw..... 

Pcrmukiman danpcngelolaan Surnbcr 
D.y. Air Provituli Lampuug 

2.	 Kopala Diuaa K<tabanan Pangan Vaeral. 
Pmvinai L.mpuug 

3.	 Kopala Din.. P"",bmlayun 
Perempuandan Perlindungan ADak Prov. 
Lampung 

4.	 KcpaIa Dina. Lingl<~ Hidup 
Pmvin.i L.mpuug 

S.	 Kopala Ditta. Pemuda dan Olahraga 
PrO\.wi I...ampung 

6.	 K"""la Dinao Energi dan Swnl>crDay. 
Min«al Provin,i Lampung 

7.	 Kopala Dinas Pariwiaata Pmvinoi 
Lampung 

8.	 KcpaIa Dinas T....l!i' KOIj;t dan 
fransmigrasliJrm.1nsi L1fnpung 

9.	 Prot~ Dr. hwan lill....di M.S 
10.	 Dr.An Dannallnll~ MA 
II.	 Widyo Imam 1'r.Ioetio, S.s-f 
12.	 It. F.dio<..,M.P.f 

Peoa"lllluIangaa K.mlakbulII BerlhLola 
Ptmbenlaya... U..lla MIkro d.n Kedl 

KETlTA: 
MlaUn BIda"g Pl're1to""llI1an dan 
Porn"Dllu"an Selul. Pro .....1 
Lampung 

WAKIL KETIJA: 
Kopala Din... K"I><:rasi, Ullaha Kecil dan 
Monc.g.h ProvinaiI.ampung 

AN(;(".OTA: 
1.	 Kopal. Din.. Tonanu. Pangan dan 

HoItikullUfa l'rovinsi lampuug 
2,	 KcpaIa llinas Kol....... dan 

Pcrikauan1'm";Il,i L_g 
3.	 KcpaIa Dinas l'etkebunln. dan 

P.tlImAbn Pmvinoi L_ 
4.	 Kopala Din .. PcrindU5lri.. l'rovinsi 

Lampung 
s.	 KcpaIa Dinu Pttdagangan Provin.i 

b ••puug 
6.	 Asrian Hcndi (".aIlya, 81':.. ~t.Si 

7.	 urn. HII!lOdo Hadi 


